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Pernikahan tidak sah atau tidak terdaftar memunculkan banyak permasalahan 

dimana apabila sang ibu melahirkan anak dari hasil hubungan pernikahan tersebut 

seringkali tidak mendapat pengakuan dari ayahnya. anak yang terlahir dari 

hubungan luar nikah sering kali disebut sebagai anak luar nikah atau juga anak luar 

kawin yang dijelaskan pada Pasal 272 Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. 

Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar 

kawin lainnya sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit artinya tidak termasuk 

Anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat 

diakui. Sedangkan dalam islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina. Didalam 

pasal    43    ayat    (1)    UU.    No.1    tahun    1974    perkawinan    menyatakan 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan 

ibunya dan keluarga ibu nya”. Sebelum ada nya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 

mengatur bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan hanya 

dengan ibu nya maupun keluarga ibu nya saja dan bila kita melihat bahwa anak 

tersebut juga tidak mendapat kasih sayang dari seorang ayahnya ataupun nafkah dari 

ayah dari anak tersebut dan hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan 

hubungan dengan laki laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah 

sebagai ayahnya. Yang mana isi putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tersebut 

berbunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sepanjang  dimaknai  menghilangkan 
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hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Namun, putusan ini tidak mengatur 

secara rinci mengenai hak waris anak diluar nikah tersebut kepada ayah kandung 

atau biologisnya. 

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis kedudukan atau status 

hukum anak luar kawin dalam perspektif Hukum Perdata serta menganalisis anak 

luar kawin berhak atau tidak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum 

yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan 
menggunakan UU No.1 Perkawinan Tahun 1974, UU No 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak serta KUH Perdata. 
Hasil dari penelitian ini adalah secara singkat mengetahui kedudukan anak 

luar nikah didalam perspektif hukum perdata terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam 

artian luas meliputi anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk didalamnya 

adalah anak zina dan anak sumbang serta anak luar kawin dalam arti sempit yaitu 

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak termasuk didalamnya yaitu anak 

zina dan anak sumbang. Anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari 

ayah biologisnya berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa 

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya berbunyi “anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya” selanjutnya harus dibaca dengan “anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya”. Namun dalam takaran pembagiannya tetap mengacu pada KUH Perdata.
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ABSTRAK 
 

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Keperdataan, Anak Luar Nikah 
 

 
 

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis kedudukan atau status hukum 

anak luar kawin dalam perspektif Hukum Perdata serta menganalisis anak luar 
kawin berhak atau tidak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Secara teoritis 

hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam 

memahami kedudukan hukum anak diluar kawin dalam konsep hukum perdata. 

Secara praktis dapat dijadikan dasar berpikir dalam hal kedudukan hukum anak 

diluar kawin dalam konsep hukum perdata. 
 

 

Hasil penelitian yang diperoleh pertama adalah kedudukan anak luar nikah didalam 

perspektif hukum perdata terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam artian luas yaitu 

meliputi anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk didalamnya adalah anak 

zina dan anak sumbang serta Anak luar kawin dalam arti sempit yaitu anak yang 

lahir di luar perkawinan yang sah, tidak termasuk didalamnya yaitu anak zina dan 

anak sumbang. 

 
Hasil penelitian yang kedua adalah anak luar kawin yang telah mendapatkan 

pengakuan dari ayah biologisnya berhak mendapatkan warisan dari ayah 

biologisnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

yang memutuskan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang 

selanjutnya harus dibaca dengan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-

laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Namun dalam takaran 

pembagiannya tetap mengacu pada KUH Perdata 
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